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ABSTRAK 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi 

dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait 

batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat pengalaman sebagai pejabat 

negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). 

Alasan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Presiden dan DPR telah sepenuhnya menyerahkan 

penentuan batas usia tersebut kepada Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 169 huruf q UU 

Pemilu. Namun, terdapat beberapa permohonan uji materiil lain dengan dalil yang serupa, 

seperti permohonan uji materiil dalam perkara No. 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh 

Partai Solidaritas Indonesia, permohonan uji materiil dalam perkara No. 51/PUU-XXI/2023 

yang diajukan oleh Partai Gelora, dan permohonan uji materiil dalam perkara No. 55/PUU- 

XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung 

Selatan Pandu Kesuma Dewangsa. Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan tersebut 

dengan alasan bahwa pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan 

ranah pembentuk undang-undang (open legal policy). 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian hukum normatif 
atau penelitian pustaka, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan) , baik berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan guna membuktikan 

adanya kontroversi dan conflict of interest. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam mengkaji Putusan MK Nomor 90/PUU- 

XXI/2023, ditemukan beberapa kejanggalan dan ketidaksinkronan dalam legal reasoning. 

Terkait legal standing pemohon, tidak ditemukan constitutional injury yang seharusnya 

bersifat khusus dan aktual. Selain itu, rumusan pasal dalam amar putusan hanya disetujui oleh 

3 dari 9 hakim konstitusi, tidak berdasarkan suara terbanyak. MK juga mengabaikan norma 

dalam Pasal 17 Ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim ikut bersidang saat 

ada conflict of interest, padahal Ketua MK memiliki ikatan kuat dengan pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

 

Kata kunci : Kontroversi Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2024 
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ABSTRACT 

 

 
This research was conducted in response to the decision of the Constitutional Court in 

case 90/PUU-XXI/2023 which granted several petitioners' requests regarding the age limit for 

presidential and vice presidential candidates with the requirement of experience as state 

officials elected through general elections, including regional head elections (pilkada). The 

Constitutional Court's reason is that the President and the DPR have completely handed over 

the determination of the age limit to the Constitutional Court through Article 169 letter q of the 

Election Law. However, there are several other requests for material review with similar 

arguments, such as the request for material review in case no. 29/PUU-XXI/2023 submitted by 

the Indonesian Solidarity Party, request for material review in case no. 51/PUU-XXI/2023 and 

55/PUU-XXI/2023 submitted by the Mayor of Bukit Tinggi Erman Safar and the Deputy 

Regent of South Lampung Pandu Kesuma Dewangsa. The Court rejected all these requests on 

the grounds that determining the ages of presidential and vice presidential candidates in the 

Constitution is the domain of law makers (open legal policy). 

The problem approach used in this research is normative legal study or library research, 
namely an approach carried out using literature, both in the form of relevant books and 

scientific journals to prove the existence of controversy and conflicts of interest. 

The research results revealed that in reviewing the Constitutional Court Decision 

Number 90/PUU-XXI/2023, several irregularities and inconsistencies in legal reasoning were 

found. Regarding the applicant's legal standing, no constitutional impairment was found which 

should be specific and actual. Apart from that, the formulation of the article in the decision was 

only approved by 3 of the 9 constitutional judges, not based on a majority vote. The 

Constitutional Court also ignored the norm in Article 17 Paragraph (5) of the Judicial Power 

Law which prohibits judges from taking part in sessions when there is a conflict of interest, 

even though the Chief Justice of the Constitutional Court has strong ties with interested parties. 

 

Keywords: Controversy over MK Decision Number: 90/PUU-XXI/2024 
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